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DPR Dukung
Banding KPK
Jakarta (Bali Post) -

Anggota Komisi III DPR mendukung
upaya hukum Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) yang mengajukan banding atas
pulusan praperadilan mantan Dirjen Pajak
dan Ketua BPK Hadi Poernomo. Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan mengabulkan p9r4o-
honan praperadilan yang diajukan Hadi Po-
ernomo terhadap KPK. "KPK wajib banding
menurut kajian hukum, apa yang dilakukan
KPK tepat. MA juga sudah membuka diri
bila diajukan PK kalau ada dugaan penye-
lundupan hukum," kata anggota Komisi III
DPRATsuI Sani, Selasa (2/6) kemarin-
Hal.23
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Pasalnya, berdasarkan
perpaduan antaia nnsterPlan

""ncana 
reklamasi Teluk

Benoa oleh PT TWBI dengan
peta lampiran 1 PerPres 51
tahun 20i4 ditemukan fakta
bahwa sebagian rencana re-
klamasi Teluk Benoa masuk
ke area kawasan hutan, Yakni
di kawasan Pulau Pudut
dan sekitarnya Yang di da-
lam Perpres 51 Tahun 2014
ditetapkan sebagai zona LS|P
di dalam PerPres ini.

Walhi Bali juga meman-
dans tukar-menukar kawasan
ant"ara kawasan hutan di
Pulau Pudut dan sekitarnYa
vane tidak ditumbuhi man'
e"oie d"nean kawasan di
iuar hutan yang ditumbuhi
mangrove tidak Perlu di-
laku[an. PasalnYa, areal di
Iuar kawasan Tahura seluas
238,79 hektar tersebut sejat-
inya telah ditetaPkan sebagai
kawasan konservasr Peralran
berdasarkan PerPres No.45
Tahun 201 I mauPun PerPres
No.51 Tahun 2014.

"sehingga dalam upaya
memaksakan rencana re-
klamasi Teluk Benoa, Di-
nas Kehutanan mengambil
lanekah untuk melakukan
tukir-menukar kawasan Yang
seolah-olah akan menambah

llas huta1, Padahal fakta

menunjukkan bahwa Peruba-
han kawasan hutan ini adalah
dalam rangka agar rencana
rekla m d si feluk-Beiioa t?ta P-
mulus dan tidak terbentur
densan peraturan lain di sek-
br lehutanan," lanjut Walhi
dalam suratnya.

Sebelumnya melalui kon-
firmasi tertulis, Wiranatha
mengungkapkan- bahwa so-
sialisasi itu untuk memberi-
kan penielasan dan meng-
eali maiukan kePada dan
itau dari instansi terkait di
Provinsi Bali, KabuPaten Ba-
dung, Kota DenPasar. Camat.
Lurah dan Bendesa, LPM di
sekitar Tahura, akademisi
dan LSM.

Sosialisasi itu antara lain
menvangkut kondisi Potensi
meliputi keadaan fisik dan
biofrsik, penggunaan kawasan
untuk pembangunan sektor
nonkehutanan, dan PoIa kerja
sama pemanfaatan. Kemu-
dian permasalahan di Tahura
seperti gangguan k-eamanan
hutan. pencemaran kawasan.
dan tumpang tindih kawasan
hutan, serta kerusakan hutan
lantaran terdaPat 169'95
hektar perairan Yang sulit di'
tumbuhi mangrove, sehingga
secara konvensional tidak
bisa ditanami.

"Terhadap kerusakan hu-
tan di kawasan Tahura Ngu-
rah Rai yang salah satunYa di

Pulau Pudut sudah diketahui
seiak dilaksanakan evalu-
u.i Tuh.,.u Ngurah Rai Pada
tdhun 200'7 dan lebih detail
pada evaluasi tahun 2012' se-

hinssa perlu dilakukan evalu-
asi lesesuaian fungsi Tahura
Neurah Rai. OIeh karena itu
,r.tt.tk optimalisasi fungsi
kawasan Tahura Ngurah
Rai perlu perubahan fungsi
dan tukar-menukar kawasan
hutan. Dengan demikian
optimalisasi fungsi kawasan
Tihura Ngurah Rai tidak ada
kaitannya dengan rencana
reklamasi," paparnya.

Wacana tukar-menukar
muncul berdasarkan hasil
evaluasi tim yang dibentuk
Kementerian Kehutanan.
Tim menemukan areal di
luar kawasan Tahura seluas
+ 238,79 hektar memPunYai
kondisi mangrove Yang cukuP
baik dan menjadi habitat sat-
wa. sehingga Perlu ditunjuk
oleh Menteri Kehutanan dan
Linskunsan HiduP menjadi
kaw:asan hutan dan disara-
nkan sebagai fungsi Tahura.
Sementara areal Yang tidak
lavak dikelola sebagai ka-
*usan Tahura Ngurah Rai
seluas 169,95 hektar diminta
segera dapat diProses antara
Iain melalui perubahan fungsi
tukar-menukar kawasan ata+r
revisi tata ruang wilaYah
provinsi. (kmb32)
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Kadishut Belum Baca

Su rat P rotqs-Walh i Bal i

Denpasar (Bali Post) -
Wutni gati telah melaYangkan

surat protes kePada KePala Dinas
Kehutanan Bali, Jumat (29/5)

ialu. Surat Protes ini terkait

^cara 
sosialisasi oPtimalisasi

fungsi Tahura Yang digelar Dinas
r"tiutunutr, z7 tvtel 2015. walhi
guii'-"ttanga sosialisasi ini
hanyalah uPaYa vang dilakukan
o"*"ti.rtult untuk memuluskan

"un.u.u 
reklamasi Teluk Benoa'

Ketika dikonfirmasi mengenai
."tut Ptot"t Walhi 

-BaIi' 
K"P3h

Dinus'K"h"tanan Bali lr' IGN
Wi"unatfra' M.M. mengaku belum
membacanYa.

"Maaf siYa belum baca' nanti
saya cek dulu," ujarnYa. melalui
pesan singkat Yang drKrrrm'

Senin (1/6) Ialu. Wiranatha
tltunl"itu", dirinYa juga masih
ada aeenda acara lain'

Suiat protes Walhi Bali ditan-
auit"su"i Direktur Eksekutif
Suriali Darmoko. Dalam su-
ratnya. disebutkan. Walhi baru
menlrima undangan dari Dinas
Kehutanan Bali Pada 25 Mei
atau dua hari sebelum sosialisasi
diguta". Walhi Bali memandang
kJmposisi kePesertaan dari or-

eaniiasi masYarakat siPil sangat

iidat adit. PasalnYa, orgamsasr

-aiva"akat siPil Yang menolak
.reklamasi Teluk Benoa hanYalah
Wuini S"ti yang diundattg' F"-
mentara kelomPok masyaral(at
vang menyatakan dirinYa Pro-
ieklimasi banYak diundang

'Jika kita tarik mundur, Proses
sosialisasi yang dilakukan Dinas
Kehutanan kali ini sama PoIanYa
dengan sosialisasi Perubahan
Perpres 45 Tahun 2011. Yang
mana pada saat itu. Proses so-
sialisasi hanya dihadiri oleh
kelompok pro-reklamasi Teluk
Benoa. Dan hasil dari Proses so-

sialisasi ini tentu deng4n mudah
ditebak bahwa pemerintah hanYa
membutuhkan legitimasi formal
untuk melakukan Perubahan
kebijakan seperti kehendaknYa
sendiri," tulis Walhi Bali.

Pascadilakukarlnya Presentasi
oleh Kepala Dinas Kehutanan,
Walhi Bali belum memberikan
tanggapan langsung karena
mereka baru menerima materi

vane dibahas Pada saat itu juga.
Akibatnya, Walhi Bali belum
bisa mempelajari secara lebih
komprehensif presentasi Yang
disampaikan Dinas Kehutanan'
Tanggapan mengenai Presentasi
Kadishut baru ditanggaPi dalam
surat protes.

"secara umum, Walhi Bali
memandang bahwa Presentasi
dan penjelasan yang disampq+al
Kepah Dinas Kehutanan adalah
dalam rangka untuk melakukan
penghapusan atau mengeluarkan
i'irlau Pudut dan sekitarnYa sel-
uas 169,95 hektar dari kawasan
hutan sebagaimana slide Presen-
tasi Kepala Dinas Kehutanan
halaman 22," tulis Walhi lagi.

Selanjutnya di dalam surat,

Walhi Bali menyatakan, ketika
status kawasan hutan yang me.
lekat pada Pulau Pudut dan
sekitarnya sudah dihapus maka
secara otomatis Pulau Pudut dan
kawasan sekitarnya seluas 169,95
hektar sebagaimana presentasr
Kadishut akan menjadi zona P
atau kawasan budi daYa sesuai
Perpres 51. Oleh karenanYa tu-
kar-menukar merupakan uPaYa
menghapuskan Pulau Pudut dari
kawasan Tahura adalah bagian
dari upaya untuk memuluskan
rencana reklamasi Teluk Benoa.
Sebab,'rencana reklamasi Tbluk
Benoa selama ini tumpang tindih
dengan kawasan hutan.
Hal.23
Teluk Benoa
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Dukungan kepada KPK
diberikan Arsul karena hakim
praperadilan Hadi Poernomo
dinilai telah melampaui ke-
wenangannya. Menurutnya,'
hakim tidak diperkenankan
mempertimbangkan keab-
sahan penyidik. "Itu bukan
kewenangan hakim prapora-
dilan. Kalau hakim Haswandi
mengabulkan praperadilan
alasannya cukup terbatas pada
dua alat bukti awal, KPK kuat
atau tidak. Tetapi tidak bisa
menilai keabsahan penyidik,
apa lagi tidak mendengar saksi
ahli atau DPR," ujarnya.

Dia juga meminta Mah-
kamah Agung (MA) sebagai
lembaga yang mewadahi para
hakim mau mendengarkan
penjelasan dari IIPR dan pe-
merintah sebagai lembaga
yang menghasilkan produk
undang-undang (IJI). Begitu
juga keterangan-keterangan
saksi ahli, sehingga dalarn
.menangani perkara banding
praperadilan Hadi Poernomo
tidak menafsirkan sendiri.

Seperti diketahui. Plt. Wakjl

untuk mengajukan banding
atas putusan praperadilan
mantan Direktur Jenderal
Pajak Hadi Poernomo. Kepu-
tusan ini diambil melalui rapat
Pimpinan KPK dan tim hukum
pada Senin (1/6).

KPK menda-ftarkan banding
ke pengadilan pada Senin sore.
Upaya banding mengacu pada
putusan Mahkamah Konstitusi
dalam Pasal 77 KUHAPterkait
objek praperadilan. Menurut
Johan, penghentian sprindi-k
akibat putusan praperadilan
dapat diajukan upaya band-
lnq

Banding dilakukan atas
putusan PN Jakarta Selatan
yang mengabulkan perrho-
honan praperadilan Hadi Po-
ernomo terhadap penetapan
tersangka dirinya .oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, ha-
kim PN Jakarta Selatan Has-
wandi menyatakan KPK telah
melanggar prosedur dalam
menetapkan seorang tersang-
ka. Hadi ditetapkan sebagai
tersangka penyalahgunaan
wewenang pada 21 April 2015,
atau'bertepatan saat KPK
menerbitkan Surat Perintah

KetuaKPKJohanBudimenga- Penyidilan Nomor Sprin Dik-' takan,KPKtelahmemutuskan I7lOIlO4l2OI4. (kmbA)


